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ABSTRAK 
 

 
PUTRI AVIFAH AURELIA (B011191146), dengan judul Tinjauan Hukum 

Internasional Terhadap Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di 
Perkebunan Tembakau Jawa Barat Menurut Konvensi ILO No. 182. 
Dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan Kadarudin. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan dari ILO 
Convention No.182 yang mengatur tentang penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk bagi anak yang dikaitkan dengan kasus eksploitasi 
anak di bawah umur yang dipekerjakan di perkebunan tembakau di Jawa 
Barat dan dampak yang diakibatkan dengan adanya pekerja anak di 
sektor pertanian tembakau di Indonesia. 

 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 
normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus, dilengkapi dengan sumber bahan hukum primer dan 
sekunder melalui studi pustaka. 

 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

yang diperoleh pekerja anak di lahan tembakau pegunungan Jawa Barat 
di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan upaya, 
pelaksanaan program dan sosialisasi serta mengadakan kampanye 
internasional dan nasional secara efektif untuk merubah untuk menekan 
jumlah pekerja anak dan mengefektifkan penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk anak sebagai salah satu program ILO (International 
Labour Organization) yang tertulis dalam Konvensi ILO No. 182. Namun 
dikarenakan kurang ketatnya pengawasan pada daerah atau desa 
terpencil menyebabkan tingkat penurunan jumlah pekerja anak pada 
sektor pekerjaan berbahaya belum dapat stabil dari tahun ke tahun. 
Adapun dampak yang diakibatkan dengan adanya jumlah pekerja anak 
pada sektor pertanian tembakau antara lain anak-anak tersebut dapat 
berisiko mengalami gangguan kesehatan, fisik, dan mental yang dimana 
risiko-risiko tersebut dapat menganggu proses pertumbuhan dan 
pendidikan anak untuk kedepannya.  

 
Kata Kunci: Eksploitasi, Konvensi ILO, Pekerja Anak. 
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ABSTRACT 
 

 
PUTRI AVIFAH AURELIA (B011191146), entitled Review of 
International Law on Cases of Child Labor Exploitation in West Java 
Tobacco Plantations According to ILO Convention No. 182. 
Supervised by Abdul Maasba Magassing and Kadarudin. 

 
This study aims to determine the form of application of ILO Convention 
No.182 which regulates the elimination of the worst forms of child labor 
associated with cases of exploitation of minors employed in tobacco 
plantations in West Java and the impact caused by child labor in the 
tobacco farming sector in Indonesia. 

 
The type of research used by the author is normative legal research using 
a legal approach and a case approach, complemented by primary and 
secondary sources of legal materials through literature studies. 

 
The results show that  the legal protection obtained by child labor in the 
mountainous tobacco fields of West Java in Indonesia has been carried 
out by the government by implementing efforts, implementing programs 
and socialization as well  as conducting effective international and national 
campaigns to change to reduce the number of child labor and effectively 
eliminate the worst forms of child labor as one of the ILO programs 
(International Labour Organization) written in ILO Convention No. 182.  
However, due to the lack of strict supervision in remote areas or villages, 
the rate of decline in the number of child labor in the hazardous work 
sector has not been stable from year to year. The impact caused by the 
number of child labor in the tobacco farming sector, among others, these 
children can be at risk of experiencing health, physical, and mental 
problems where these risks can interfere with the process of growth and 
education of children in the future.  

 
Keywords: Exploitation, ILO Convention, Child Labour. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum internasional sebagai sebuah cabang ilmu hukum memiliki 

ragam penyebutan dalam perkembangannya.1 Hukum Internasional dalam 

perkembangannya mengatur lapangan kehidupan menjadi kepentingan 

bersama umat manusia, misalnya Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan 

terorisme, demokrasi, perdangangan dan urusan lainnya menjadi 

perhatian dan konsen semua umat manusia.2 Penyebutan istilah hukum 

internasional didasarkan pada pertimbangan objek pengaturan hukum 

internasional yang tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja, 

tetapi juga mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum 

internasional seperti munculnya berbagai organisasi internasional yang 

mengatur hampir semua urusan kehidupan negara.  

Dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia telah mengadakan kerja 

sama internasional dengan pemerintah, non pemerintah, dan organisasi 

internasional yang bergabung dalam naungan PBB. Organisasi 

perburuhan internasional atau yang dikenal sebagai ILO. Internasional 

Labour Organization) adalah organisasi yang menangani permasalahan 

pelanggaran hak asasi manusia terutama dalam menangani kasus pekerja 

anak atau buruh di dunia.  

                                                
1 Muh. Risnain, 2020, Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia, Nusa 
Tenggara Barat; Sanabil, hlm. 1. 
2 Ibid, hlm. 3. 
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Pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia. Permasalahan utama dalam isu ini adalah banyaknya 

pekerja anak yang masih bekerja di berbagai sektor berbahaya. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi. 

Beberapa keluarga mengandalkan anak mereka untuk melakukan 

berbagai macam pekerjaan dan ada juga beberapa anak yang bekerja 

karena keinginannya sendiri dengan maksud ingin membantu 

meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Hal tersebut sebetulnya 

boleh dilakukan apabila pekerjaan anak tersebut merupakan pekerjaan 

yang ringan akan tetapi tak banyak juga dari mereka juga bekerja pada 

jenis pekerjaan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri mengingat 

umur mereka yang masih terbilang di bawah umur. Hal tersebut tidak 

hanya melanggar hak-hak anak namun juga memberikan dampak yang 

buruk atau negatif bagi anak. Jaminan masa depan anak akan menjadi 

taruhannya jika kondisi tersebut terus berlangsung di masa yang akan 

datang, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, 

waktu bermain yang cukup sebagaimana anak-anak lain seumurannya, 

seolah diputus untuk membantu ekonomi keluarga. 

Indonesia sudah mengatur mengenai pekerja anak melalui Undang-

Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 

68 yang menyatakan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Selain 

itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 74 ayat 

(1) juga menyatakan “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan 
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anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk”. Namun pada 

kenyataannya, sampai sekarang masih banyak pelngusaha maupun 

instansi yang me llakukan pellanggaran hak telrhadap pelke lrja anak.3 Hal ini 

te lrbukti delngan masih adanya pihak atau industri yang me lmpe lke lrjakan 

anak selolah me lre lka adalah orang de lwasa dan me llakukan je lnis pelke lrjaan 

yang belrbahaya bahkan sampai belrujung ke l e lksploitasi. 

ELksploitasi adalah istilah yang elrat delngan pe lkelrjaan atau aktivitas 

te lrtelntu yang dilakukan selcara belrlelbihan, dan umumnya me lmbe lrikan 

dampak ne lgatif. Istilah elksploitasi se lring digunakan untuk 

me lnggambarkan se lbuah kelgiatan pelmanfaatan delmi ke lpe lntingan 

pribadi.4 Apabila dikaitkan delngan pelke lrja anak maka e lksploitasi dapat 

diartikan selbagai suatu kelgiatan me lmpe lke lrjakan anak di bawah umur 

de lngan tujuan untuk me lmpe lrolelh ke luntungan.  

Adapun pelnje llasan dari Unite ld Nations Intelrnational Childre ln’s 

ELmelrgelncy Fund (UNICELF) yang tellah me lneltapkan belbe lrapa kritelria 

e lksploitasi telrhadap anak yang belke lrja, salah satunya yaitu anak yang 

be lkelrja pe lnuh waktu, se lhingga banyak waktu digunakan untuk belke lrja. 

Pe lke lrjaan te lrselbut me lnimbulkan telkanan fisik, sosial, dan psikologis, 

                                                
3 Organisasi Pelrburuhan Intelrnasional, 2008, Garis Belsar Pelmantauan Pelkelrja Anak, 
Jakarta; Kantor Pelrburuhan Nasional, hlm. 2. 
4 Fatnhur Rahman, Pelngelrtian ELksploitasi dan Jelnis-Jelnisnya, 
https://katadata.co.id/intan/elkonopeldia/6295el23a9a54d/pelngelrtian-elksploitasi-dan-jelnis-
jelnisnya, diaksels pada tanggal 23 Januari 2023 
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upah yang tidak me lncukupi, tanggungjawab yang telrlalu banyak, dan 

pe lkelrjaan yang me lnghambat akse ls pe lndidikan.5 

Pada tahun 2000, Intelrnasional Labour Organization (ILO) dan 

Intelrnational Programmel on the l ELlimination of Child Labour (IPELC) 

me lncatat bahwa se lkitar 6 juta anak di Indone lsia yang belrusia 7-15 tahun 

me lnjadi pe lkelrja anak se lcara telrus me lne lrus.6 Pe lke lrja anak tidak hanya 

ditelmukan di wilayah peldelsaan akan teltapi di pelrkotaan juga. Me lrelka 

te lrselbar di belrbagai selktor informal telrmasuk di selktor pelrtanian dan 

pe lrkelbunan bahkan ada juga yang belke lrja di dua selktor atau lelbih. Salah 

satu contoh pelke lrja anak di selktor yang belrbahaya yakni anak-anak yang 

be lkelrja di selktor pelrtanian telmbakau, sellain ke lhilangan waktu bellajarnya 

me lre lka juga me lnghadapi risiko kelse lhatan yang luar biasa antara lain 

ke lracunan nikotin, telrkelna paparan pelstisida, dan risiko belrbahaya 

lainnya. 

Be lrdasarkan invelstigasi yang dilakukan olelh surat kabar Thel 

Guardian me lngungkapkan bagaimana keladaan anak-anak yang belrusia 

di bawah 14 tahun, di nelgara-nelgara di tiga belnua me lre lka tidak 

be lrselkolah dan dipelke lrjakan dalam pe lke lrjaan fisik yang belrat dan 

be lrbahaya untuk me lnghasilkan daun telmbakau.7 De lngan banyaknya 

kasus pelke lrja me lnjadikan pelrmasalahan te lntang pelke lrja anak harus 

                                                
5 Belta S. Iryani dan D.S. Priyarsono, 2018, ELksploitasi telrhadap Anak yang Belkelrja di 
Indonelsia, Jurnal ELkonomi dan Pelmbangunan Indonelsia, Volumel 13 Nomor 2, 
Universitas Indonesia, hlm. 178. 
6 Priyo Adi Nugroho, 2013, Pelkelrja Anak di Selktor Pelrtanian Telmbakau, Jakarta; Komisi 
Nasional Pelrlindungan Anak, hlm. 2. 
7 Ibid, hlm. 4. 
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ditangani selcara selrius. Kelte lrlibatan anak dalam pe lrtanian telmbakau 

dapat me lngakibatkan risiko yang belrat telrhadap kelse llamatan anak, 

dikarelnakan prosels pe lmupukan, pelnye lmprotan pelstisida, pelmangkasan, 

dan pelme lcahan buah kakao tanpa alat pe llindung diri dan kelbijakan 

protokol kelse lhatan dan kelse llamatan yang kurang me lmadai, se lhingga 

dapat me lngakibatkan belrbagai celde lra untuk anak. 

Di Indonelsia selndiri kasus me lnge lnai pelkelrja anak yang belke lrja di 

se lktor belrbahaya salah satunya di selktor pe lrtanian telmbakau sudah 

banyak. Me lnurut wawancara yang dilakukan olelh Human Right Watch 

pada Tahun 2016 ada banyak kasus anak yang me lngalami gangguan 

ke lse lhatan dan bahkan me lmutuskan untuk belrhelnti belrselkolah delmi untuk 

me lmbantu pe lrelkonomian kelluarga me lre lka. Anak-anak yang belke lrja di 

se lktor pelrtanian telmbakau te lrse lbut belrbagai macam gangguan ke lselhatan 

misalnya mual, muntah, pusing, iritasi kulit, ruam ke lme lrahan, bahkan 

gangguan pelrnafasan. Hal ini diselbabkan akibat me lre lka te lrlalu selring 

me llakukan kontak langsung delngan tanaman te lmbakau de lngan tanpa 

me lnggunakan alat pelrlindungan diri yang belnar.   

Salah satu kasus pelke lrja anak yang me lngalami dampak ne lgatif akibat 

me llakukan pelke lrjaan dalam industri telmbakau yaitu kasus yang telrjadi 

pada Ayu selorang siswi SMP (Se lkolah Melne lngah Pelrtama) yang belrusia 

13 tahun dan belrasal dari daelrah delsa yang telrleltak di Garut, 

pe lgunungan Jawa Barat. Orang tua Ayu belrprofelsi selbagai peltani 

te lmbakau. Alasan me lngapa Ayu ikut belke lrja di pe lrke lbunan telmbakau 
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adalah karelna ke lluarganya me lminta Ayu untuk ikut me lmbantu 

pe lrelkonomian ke lluarganya. Namun se ljak mulai belke lrja di pelrkelbunan 

te lmbakau dia me lngalami ge ljala ke lracunan nikotin selpe lrti muntah, mual, 

dan sakit kelpala atau yang biasa diselbut de lngan pelnyakit GTS (Grele ln 

Tobacco Sickne lss). Hal ini telrjadi akibat dia se lring belrse lntuhan langsung 

de lngan tanaman telmbakau dan pada me lmaneln maupun me lmane ln dia 

tidak me lnggunakan alat pellindung yang aman.  

Se llain kasus yang telrjadi pada Ayu, kasus selrupa juga te lrjadi ke lpada 

Welndi, anak yang belrusia 14 tahun yang belke lrja di pelrkelbunan telmbakau 

yang belrlokasi di Cijapati, Ke lcamatan Cikacung, Kabupate ln Bandung, 

Provinsi Jawa Barat. Welndi me lmbantu me llakukan pelnye lmprotan pupuk di 

salah satu pelrke lbunan telmbakau yang ada di wilayah Cijapati telrselbut. 

Se lpe lrti yang di dokume lntasikan olelh salah satu saluran Youtubel bapak 

Ase lp, Welndi me llakukan pelnyelmprotan pupuk telrselbut tanpa 

me lnggunakan sarung tangan atau alat pelrlindungan diri yang baik. Hal ini 

te lntu akan me lngancam ke lse lhatan anak di bawah umur te lrse lubut.  

Me lski ada larangan dalam hukum nasional dan intelrnasional soal 

bahaya me lmpe lke lrjakan anak namun hingga saat ini masih saja ada pihak 

atau industri yang teltap me lmpe lke lrjakan anak di bawah umur. Pe lke lrjaan 

pada selktor te lmbakau me lmang tidak diselbutkan selcara spe lsifik dalam 

daftar pelke lrjaan yang dilarang bagi anak-anak di Indonelsia namun dalam 

pe lkelrjaan te lrse lbut anak harus me llibatkan diri delngan me llakukan kontak 

langsung delngan telmbakau maka pe lke lrjaan ini telrmasuk pe lkelrjaan yang 
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be lrhubungan delngan zat kimia belrbahaya yang dilarang untuk dilakukan 

pada anak-anak di bawah umur. dan jika telrus dibiarkan ini dapat me lnjadi 

ancaman yang sangat belrbahaya bagi tumbuh kelmbang anak, bukan 

hanya kondisi kelse lhatan me lre lka saja namun, me lre lka juga be lrisiko tinggi 

untuk me lngalami masalah pada pelrke lmbangan psikososial. 

Pada tahun 2009 ILO me lndata se lkitar 4 juta anak di Indonelsia aktif 

se lcara elkonomi. Se lkitar 1,8 juta dari me lre lka te lrmasuk dalam kate lgori 

pe lkelrja anak. Se lme lntara itu Komisi Nasional Pe lrlindungan Anak (KPAI) 

juga me lndata 11 juta anak usia 7-8 tahun tidak te lrdaftar selbagai pellajar di 

33 provinsi di Indonelsia.8 De lngan tingginya jumlah pe lke lrja anak ini, ILO 

me lnjadikan Indonelsia selbagai nelgara yang me lnjadi salah satu targelt 

utama dalam Program Pe lnghapusan Belntuk-belntuk Pelke lrja Telrburuk 

Bagi Anak atau Intelrnational Programmel on The l Child Labour (IPELC). 

Dari selgi pelraturan Indonelsia tellah me lratifikasi Konvelnsi ILO No.138 

de lngan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 yang me lngatur 

Pe lmbatasan Usia Minimum Dipe lrbolelhkan Be lke lrja dan Konve lnsi ILO 

No.182 delngan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 telntang 

Pe lnge lsahan Konvelnsi ILO No.182 me lnge lnai Pellarangan dan Tindakan 

Se lge lra Pe lnghapusan Belntuk-belntuk Pe lkelrjaan Te lrburuk Untuk Anak. 

Namun pada kelnyataanya, delngan masih banyaknya pelkelrja anak di 

bawah umur pada selktor belrbahaya salah satunya di pelrtanian telmbakau 

sampai saat ini tellah me llanggar keltelntuan yang ada pada Konvelnsi ILO 

                                                
8 Organisasi Pelrburuhan Intelrnasional, 2011, Profil Pelkelrjaan yang Layak di Indonelsia, 
Jakarta; Katalog Data Publikasi ILO, hlm. 6. 



8  

No.182 Pasal 2 yang me lnye lbutkan yang dapat dikatelgorikan selbagai 

anak adalah selmua orang yang belrusia di bawah 18 tahun dan dalam 

Pasal 3 Konvelnsi ILO No. 182 yang dimana pada asal telrselbut 

me lnye lbutkan pelke lrjaan-pe lkelrjaan apa saja yang dimaksudkan selbagai 

be lntuk-belntuk telrburuk kelrja anak.  Hakikatnya anak yang belrusia di 

bawah umur dilarang untuk be lkelrja, ke lcuali apabila telrjadi suatu keladaan 

te lrtelntu atau telrpaksa yang me lngharuskan anak telrselbut ikut belke lrja 

me lmbantu orang tuanya salah satunya adalah faktor elkonomi.  

Untuk me lnciptakan anak-anak selbagai ge lne lrasi muda yang 

be lrkualitas, maka dipelrlukan pelmbe lrian pelrlindungan khusus telrhadap 

anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya se lhingga me lre lka mampu 

me lnge lmbangkan tanggungjawabnya dalam masyarakat. Namun, upaya 

untuk me llakukan pelrlindungan kelpada anak se lring me lngalami be lrbagai 

ke lndala. Hal ini dikarelnakan kelbe lradaan anak selndiri yang relntan dan 

tidak me lmiliki kelmampuan untuk me lmbe lla diri telrhadap pelrlakuan yang 

tidak selsuai delngan kondisinya selbagai  anak. 

Di Indonelsia hal ini tellah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 

Tahun 2003 telntang Ke lte lnagakelrjaan, namun pada ke lnyataannya masih 

banyak anak-anak belke lrja yang te lrelksploitasi se lsuai delngan kritelria yang 

diteltapkan olelh UNICELF. Belrdasarkan Surve li Angkatan Kelrja Nasional 

(Sake lrnas) pada Agustus 2020, dikeltahui 3,36 juta anak Indonelsia belke lrja 

dan 1,17 juta diantaranya adalah pelke lrja anak. dan pada Tahun 2021 

jumlah pe lke lrja anak usia 15-17 tahun dan te llah me lngalami pe lnurunan 
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se lbelsar 500 ribu anak.9 Namun be lrdasarkan Data Badan Pusat Statistik 

Tahun 2021-2022, di belbe lrapa provinsi kelnaikan jumlah pe lke lrja anak 

masih te lrjadi antara lain di NTT, Bali, Bante ln, Jawa Te lngah, Jawa Barat, 

dan Riau. 

Jumlah yang tidak me lrata ini me lnunjukkan bahwa ke lbelrhasilan 

program yang dijalankan ILO dan aturan-aturan yang dibelrlakukan di 

Indonelsia me lnge lnai pelrlindungan anak dan pe lnghapusan be lntuk-belntuk 

pe lkelrja te lrburuk untuk anak masih bellum te lrelalisasi selcara me lnye lluruh. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah belntuk pelrlindungan hukum yang dipelrolelh pelke lrja 

anak di lahan telmbakau pe lgunungan Jawa Barat belrdasarkan 

Konve lnsi ILO No. 182? 

2. Bagaimanakah dampak yang diakibatkan delngan adanya pelke lrja 

anak di selktor pelrtanian telmbakau di Indone lsia pasca ratifikasi 

Konve lnsi ILO No. 182? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk me lnge ltahui belntuk pelrlindungan hukum yang dipelrolelh 

pe lkelrja anak di lahan telmbakau pe lgunungan Jawa Barat 

be lrdasarkan Konvelnsi ILO No. 182 

                                                
9 Savel Thel Childreln, https://savelthelchildreln.or.id/siaran-pelrs/melnuju-indonelsia-belbas-
pelkelrja-anak-2022-savel-thel-childreln-dorong-pelmelrintah-intelrvelnsi-se lluruh-elkosistelm-
pelmelnuhan-hak-anak, diaksels pada tanggal 23 Januari 2023 

https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak
https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak
https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak
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2. Untuk me lnge ltahui dampak yang diakibatkan delngan adanya 

pe lkelrja anak di se lktor pelrtanian telmbakau di Indonelsia pasca 

ratifikasi Konvelnsi ILO No. 182 

D. Kegunaan Penelitian 

Ke lgunaan dari pelne llitian ini diharapkan dapat me lnghasilkan 

manfaat yang baik selcara bidang teloritis ataupun bidang praktis. 

Manfaat yang dapat dipelrolelh dari pelne llitian ini adalah selbagai 

be lrikut: 

1. Se lcara teloritis, pelne llitian ini dapat me lmbe lrikan tambahan 

informasi dalam pe lnge lmbangan ilmu pe lngeltahuan di bidang 

hukum inte lrnasional me lnge lnai pelraturan pe lrundang-undangan 

yang me lngatur te lntang pelrlindungan hukum pe lke lrja anak dan 

e lfe lktivitas Konvelnsi ILO No.182 dalam me lnangani pelrmasalahan 

buruh dan je lnis-jelnis pelke lrjaan te lrburuk untuk anak di selktor-

se lktor belrbahaya yang ada di Indonelsia. 

2. Se lcara praktis, pelnellitian ini dapat dijadikan rujukan olelh pe lnelgak 

hukum dan stakelholde lr dalam me lnyikapi pe lrmasalahan pelke lrja 

anak yang telrjadi di selktor atau industri-industri belsar yang 

me lmpe lke lrjakan anak di bawah umur. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Se lte llah pelne llurusan be lbelrapa me ldia di inte lrnelt, pelnulis 

me lne lmukan be lbelrapa judul pelne llitian di bidang hukum intelrnasional 

yang me lmbahas pe lrihal kasus elksploitasi pe lkelrja anak. Adapun 
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pe lmbahasan yang te lrkandung di dalam pe lne llitian-pelne llitian telrse lbut 

me lmpunyai mate lri yang me lmiliki kelsamaan delngan pelnellitian. 

Adapun belbe lrapa pelnellitian yang dimaksud adalah selbagai belrikut: 

1. Pe lne llitian Skripsi yang belrjudul “Pe lrlindungan Hukum Telrhadap 

Pe lke lrja Anak di Indonelsia Me lnurut Konvelnsi ILO No. 182”, yang 

ditulis pada Tahun 2019 olelh Mahasiswa Fakultas Hukum 

Univelrsitas Islam Riau atas nama Sadako Otsastipa. Se lcara 

singkat, pelrbe ldaan pelnellitian ini delngan pelne llitian pelnulis adalah 

pe lnellitian ini me lmbahas te lntang bagaimana pe lnelgakan HAM dan 

pe lrlindungan hukum bagi pelke lrja anak se lrta pe lrbandingan kondisi 

pe lkelrja anak dibe lrbagai nelgara. Seldangkan dalam pe lne llitian ini 

pe lnulis me lmbahas le lbih spelsifik telntang kasus e lksploitasi pelke lrja 

anak di pelrke lbunan telmbakau, dampak yang diakibatkan delngan 

adanya pelke lrja anak di se lktor belrbahaya khususnya di 

pe lrkelbunan telmbakau, dan me lncari tau program-program apa 

yang tellah dilakukan olelh pe lme lrintah Indone lsia selbagai upaya 

untuk me lme lrangi belntuk-belntuk pelkelrjaan te lrburuk bagi anak 

se lsuai delngan kelte lntuan Konvelnsi ILO No. 182 

2. Pe lne llitian Skripsi yang belrjudul “Pelran Intelrnational Labour 

Organization (ILO) dalam Me lngatasi Felnome lna Pe lke lrja Anak 

2010-2014”, yang ditulis pada Tahun 2018 olelh Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univelrsitas Brawijaya atas 

nama Putu Sandra Puri Pramitha. Selcara singkat, pelrbeldaan 
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pe lnellitian ini delngan pelne llitian pelnulis adalah pelne llitian ini 

me lmbahas fe lnome lna pe lkelrja anak, delngan fokus kelpada pelran 

Organisasi Buruh Intelrnasional (ILO) dalam fe lnome lna te lrse lbut 

se ldangkan pelnulis me lmbahas telntang pelnelrapan dan e lfelktivitas 

pe lnelrapan Konvelnsi ILO No. 182 yang te llah di ratifikasi di 

Indonelsia selbagai upaya untuk me lngurangi jumlah pe lke lrja anak di 

se lktor belrbahaya khususnya di selktor pelrkelbunan telmbakau. 

3. Pe lne llitian yang dipublikasikan me llalui jurnal yang belrjudul “Quo 

Vadis Pelke lrja Anak Pada Pe lrkelbunan Telmbakau di Kabupateln 

Je lmbe lr”, yang ditulis pada Tahun 2017 olelh Dose ln Fakultas 

Hukum Univelrsitas Jelmbe lr atas nama Rosita Indrayati. Selcara 

singkat, pelrbeldaan pelnellitian ini delngan pelne llitan pelnulis adalah 

di lokasi pelne llitian. Pe lnellitian ini belrfokus kelpada masalah pelkelrja 

anak di Gudang telmbakau GMIT (Gading Mas Indonelsia 

Telmbakau) yang telrleltak di Jawa Timur dan dalam pe lne llitiannya 

me lmbahas me lnge lnai risiko yang dapat dipe lrolelh anak keltika 

se ldang me lmane ln dan me llipat daun telmbakau se ldangkan pelnulis 

me lmilih telmpat yang belrbelda yakni di pelrke lbunan telmbakau yang 

ada di pelgunungan Jawa Barat dan juga me lmbahas me lnge lnai 

bahaya yang dapat telrjadi kelpada anak di bawah umur yang 

me llakukan pelnye lmprotan pe lstisida tanpa alat pelrlindungan diri 

yang baik dan belnar dilahan pelrtanian telmbakau. Se llain itu pelnulis 

juga me lnggunakan data telrkini yang jika dibandingkan delngan 



13  

data pelne llitan selbellumnya akan me lngalami pelmbaharuan atau 

pe lrubahan data.  

4. Pe lne llitian yang dipublikasikan me llalui jurnal yang belrjudul 

“Re lsilielnsi Anak di Pelrke lbunan Te lmbakau (Studi Kasus di Delsa 

Pe ltarangan”, yang ditulis pada Tahun 2017 olelh Mahasiswa 

Fakultas Hukum     Univelrsitas Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama 

Rani Niza Fadzila. Se lcara singkat, pelrbe ldaan pe lnellitian ini delngan 

pe lnellitian pelnulis adalah pelne llitian ini me lmbahas telntang 

relsilielnsi atau kelmampuan pe lke lrja anak untuk me lnye lsuaikan diri 

dilingkup pelke lrjaan telmbakau di delsa Pe ltarangan, Kleldung, 

Telmanggung dan pelnellitian seldangkan pe lnulis me lmbahas 

me lnge lnai pelrlindungan pelke lrja anak di pe lrkelbunan te lmbakau 

yang dimana pe lnulis me lngaitkannya delngan kasus pelkelrja anak 

yang belke lrja di selktor pelrtanian telmbakau yang ada di Jawa Barat 

dan pelnulis juga me lmbahas risiko yang akan dihadapi apabila 

pe lkelrja anak be lke lrja di selktor pelrtanian telmbakau. 

F. Metode Penelitian 

 Je lnis me ltode l pe lnellitian yang pe lnulis gunakan dalam pe lne llitian ini 

adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Je lnis Pe lnellitian yang digunakan dalam pe lne llitian ini adalah 

pe lnellitian hukum normatif.10 Me lnurut Soelrjono Soe lkanto, pelne llitian 

                                                
10 Kadarudin, 2020, Pelnellitian di Bidang Ilmu Hukum (Selbuah Pelmahaman Awal), 
Selmarang; Formaci Prelss, hlm. 193. 
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hukum normatif me lrupakan pelne llitian hukum yang dilakukan 

de lngan cara me lne lliti bahan pustaka atau data selkundelr. Data 

se lkundelr yang pelnulis gunakan untuk me lmbuat suatu preldiksi 

dalam pe lnellitian ini antara lain data badan pusat statistik telrkait 

luas lahan pelrkelbunan telmbakau dan jumlah pelke lrja anak yang 

ada di Jawa Barat, data portal dari welbsite l relsmi provinsi Jawa 

Barat, EL-book telrkait organisasi ILO dan pelke lrja anak di Indonelsia, 

jurnal telntang organisasi ILO, jurnal, artikell, hasil pe lnellitian 

te lrdahulu selrta sumbe lr online l te lrkait pelke lrja anak di selktor 

be lrbahaya dan industri agro telmbakau. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Pe lnde lkatan diartikan selbagai usaha dalam rangka aktivitas 

pe lnellitian untuk me lngadakan hubungan delngan orang yang ditelliti 

atau me ltode l-me ltode l untuk me lncapai pelnge lrtian telntang masalah 

pe lnellitian.11 Me lnurut Jonhy Ibrahim pe lnde lkatan pelnellitian te lrbagi 

me lnjadi tujuh me lliputi, (1) pelnde lkatan pe lrundang-undangan 

(statutel approach), (2) pelnde lkatan pelrbandingan (comparativel 

approach), (3) pelndelkatan analitis (analitycal approach), (4) 

pe lndelkatan konselptual (conce lptual approach), (5) pelnde lkatan 

historis (historical approach), pelndelkatan kasus (casel approach), 

pe lndelkatan filsafat (philoshopical approach).12 

                                                
11 Salim HS dan ELrliels Selptiana Nurbani, 2013, Pelnelrapan Telori Hukum pada Pelnellitian 
Telsis dan Diselrtasi, Jakarta; Rajafindo Pelrsada, hlm. 17. 
12 Ibid, hlm. 18. 
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Adapun pelnde lkatan yang pelnulis gunakan dalam pe lne llitian ini 

adalah: 

1) Pe lnde lkatan undang-undang (statutel approach) 

Pe lnde lkatan undang-undang adalah pelnde lkatan yang dilakukan 

de lngan cara me lnganalisa aturan dan relgulasi yang belrhubungan 

de lngan isu hukum te lrselbut.13 Delngan me lnggunakan pelnde lkatan 

ini pelnulis dapat me lnge ltahui dan me lrangkum ke lte lrkaitan antara 

Konve lnsi ILO No. 182 delngan undang-undang yang me lngatur 

me lnge lnai pelrlindungan pelke lrja anak yang nantinya hasil dari 

rangkuman telrse lbut dapat belrupa suatu argume ln atau pelndapat 

yang dapat me lnye llelsaikan isu yang dite lliti.  

2) Pe lnde lkatan kasus (casel approach) 

Pe lnde lkatan kasus dalam pe lne llitian normatif belrtujuan untuk 

me lmpe llajari pelne lrapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum. Pe lnde lkatan je lnis ini biasanya 

digunakan dalam kasus-kasus yang tellah me lndapat putusan 

pe lngadilan. Namun dalam pe lne llitian normatif, kasus-kasus telrse lbut 

dapat dipellajari untuk me lmpe lrolelh suatu gambaran telrhadap 

dampak dime lnsi pelnormaan dalam suatu aturan hukum dalam 

praktik hukum, se lrta me lnggunakan hasil analisisnya untuk bahan 

masukan (input) dalam e lksplanasi hukum.14 

                                                
13 Peltelr Mahmud Marzuki, 2011, Pelnellitian Hukum, Jakarta; Kelncana Prelnada, hlm. 93. 
14 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualismel Pelnellitian Hukum Normatif dan 
ELmpiris, Yogyakarta; Pustaka Pellajar, hlm. 157. 
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Pe lnde lkatan ini digunakan pelnulis karna kasus yang pe lnulis 

bahas dalam pe lne llitian ini adalah kasus elksploitasi pelke lrja anak 

yang dimana pe lnulis ingin me lne lliti belntuk pelrlindungan hukum dan 

ke le lfelktivitas Konvelnsi ILO No. 182 telntang Pe lrhapusan Belntuk-

be lntuk Pelke lrjaan Telrburuk Untuk Anak. Kasus ini bukan belrbe lntuk 

putusan pelngadilan umum, akan te ltapi selpe lrti pelnje llasan yang 

te llah pelnulis tuliskan diatas tidak selmua pe lne llitian yang 

me lnggunakan pelnde lkatan kasus harus me lrupakan kasus yang 

be lrbelntuk putusan pelngadilan.  

3. Sumber Bahan Hukum 

 Sumbe lr bahan hukum yang pelnulis dapatkan untuk 

me lnye lmpurkan pelne llitian ini telrdiri dari: 

1. Bahan Hukum Prime lr, me lrupakan data pokok yang me lnjadi 

dasar dari pelne llitian ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 

Tahun 2000 telntang Pelngelsahan Konvelnsi ILO No. 182, 

Undang-Undang RI Nomor 20 te lntang Pelnge lsahan Konvelnsi 

ILO No.138, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 telntang 

Pe lrubahan Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 

te lntang Pelrlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 13 

Tahun 2003 te lntang Belntuk-belntuk Pelke lrjaan Telrburuk Untuk 

Anak, dan Kelputusan Me lntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi 

Nomor KELP. 235/MELN/2003 te lntang Jelnis-je lnis Pe lke lrjaan yang 

Me lmbahayakan Ke lse lhatan, Kelse llamatan, dan Moral Anak. 
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2. Bahan Hukum Se lkunde lr, yaitu belrupa badan pusat statistik 

te lrkait luas lahan pelrke lbunan telmbakau dan jumlah pelke lrja 

anak yang ada di Jawa Barat, data portal dari we lbsite l re lsmi 

provinsi Jawa Barat, EL-book telrkait organisasi ILO dan pelke lrja 

anak di Indonelsia, jurnal telntang organisasi ILO, jurnal, artikell, 

hasil pelnellitian telrdahulu selrta sumbe lr online l te lrkait pelke lrja 

anak di selktor belrbahaya dan industri agro telmbakau. 

4.  Analisis Bahan Hukum 

 Telknik pe lngumpulan bahan hukum atau data selkundelr dalam 

pe lnellitian hukum normatif dilakukan delngan studi pustaka telrhadap 

bahan-bahan hukum, baik bahan hukum prime lr, bahan hukum 

se lkundelr, maupun bahan hukum te lrsielr dan atau bahan non- 

hukum. Pe lne llusuran bahan hukum te lrse lbut dapat dilakukan 

de lngan me lmbaca, me llihat, me lnde lngarkan, maupun pelne llusuran 

bahan hukum me llalui me ldia intelrnelt atau welbsite l.15 

       Analisis bahan hukum yang pe lnulis gunakan adalah analisis 

yang belrsifat normatif. Delngan cara me lngolah data yang tellah 

pe lnulis pelrolelh dari kelpustakaan yaitu bahan hukum prime lr dan 

bahan hukum se lkunde lr delngan me lnggunakan pelndelkatan 

kualitatif yang kelmudian pelnulis susun dan rangkum me lnjadi suatu 

kalimat yang sistelmatis. Pe lnulis me lnganalisa data pusat statistik 

te lrkait luas pelrke lbunan telmbakau Jawa Barat, jumlah pe lke lrja 

                                                
15 Muhaimin, 2020, Meltodel Pelnellitian Hukum, Mataram; Mataram Univelrsity  Prelss, 
hlm. 65. 
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anak, pelndapat ahli, jurnal dan artikell telrkait pe lrmasalahan pelke lrja 

anak di selktor belrbahaya, dan me lngaitkannya de lngan Konvelnsi 

ILO No. 182 dan pelraturan pelrundang-undangan yang belrkaitan 

pe lrlindungan hukum bagi pelke lrja anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH 

PERTAMA  

 

A.  Tinjauan Umum Tentang Konvensi ILO 

 Organisasi Pelrburuhan Intelrnasional (ILO) adalah badan pelrse lrikatan 

bangsa-bangsa yang telrus me lndorong telrciptanya pe lluang bagi 

pe lrelmpuan dan laki-laki untuk me lmpe lrolelh pe lke lrjaan yang layak dan 

produktif selcara belbas, adil, aman, dan belrmartabat.16 ILO me lmpunyai 

fungsi utama untuk me lmpromosikan hak-hak ditelmpat ke lrja, me lndorong 

te lrciptanya pelluang ke lrja yang layak, me lningkatkan pelrlindungan sosial 

se lrta me lmpe lrkuat dialog untuk me lngatasi pe lrmasalahan-pelrmasalahan 

yang telrkait delngan dunia kelrja. 

 Standar-standar ILO belrbelntuk konvelnsi dan relkome lndasi 

ke lte lnagakelrjaan intelrnasional. Hingga saat ini ILO tellah me lngadopsi lelbih 

dari 180 konvelnsi dan 199 relkome lndasi yang me lliputi belragam subje lk 

antara lain kelbelbasan belrse lrikat dan pelrundingan belrsama, ke lse ltaraan 

pe lrlakuan dan kelse lmpatan, pe lnghapusan kelrja paksa dan pelke lrja anak, 

promosi kelte lnagakelrjaan dan pellatihan kelrja, jaminan sosial, administrasi,  

kondisi kelrja, pe lngawasan kelte lnagakelrjaan, pelnce lgahan kelce llakaan 

ke lrja, pe lrlindungan kelhamilan, dan pelrlindungan telrhadap pelkelrja migran 

                                                
16 ILO.Org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documelnts/publication/wcms_098256.pdf, diaksels pada tanggal 27 Januari 
2023 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf
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se lrta katelgori pelke lrja lainnya selpelrti para pellaut, pelrawat, dan pelke lrjaan 

diselktor pelrtanian dan pelrke lbunan.  

 Konve lnsi ILO me lrupakan selbuah pelrjanjian yang diadopsi olelh 

konfelre lnsi ILO yang telrdiri dari dellelgasi pelme lrintah, pelke lrja, dan 

pe lngusaha dari 183 nelgara anggota ILO.17 ILO me lmbuktikan 

komitme lnnya de lngan me lne ltapkan hak untuk anak dalam Konve lnsi ILO 

No.182 telntang pellanggaran dan tindakan se lgelra pe lnghapusan belntuk-

be lntuk pelke lrjaan te lrburuk untuk anak dan tellah diseltujui pada konfelre lnsi 

ke lte lnagakelrjaan intelrnasional kel-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di 

Je lnelwa. De lngan me lnge lsahkan konvelnsi ILO Indonelsia belrharap dapat 

me lmbe lrikan pelrlindungan dan pelnelgakan hukum se lcara e lfe lktif selhingga 

dapat me lmbe lrikan jaminan pelrlindungan hak pelke lrja dan me lnce lgah 

te lrjadinya diskriminasi. 

 Cara-cara yang tellah dilakukan olelh ILO dalam upayanya 

me lnanggulangi pelke lrja anak yang dilibatkan adalah selrikat pelke lrja atau 

se lrikat buruh yang pelrtama yaitu me llakukan kampanye l, se lpe lrti yang tellah 

dilakukan ILO yang me llakukan kampanye l-kampanye l dalam rangka 

me lmpe lrjuangkan dan me lmbe lrlakukan konve lnsi-konvelnsi dasar ILO 

se lcara elfe lktif yang me lnangani ataupun me lngatur pe lrsoalan telntang 

pe lkelrja anak.18 

                                                
17  ILO.Org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documelnts/publication/wcms_166645.pdf, diaksels pada tanggal 27 Januari 2023 
18 Siti Fijriah Nursiam, 2017, Pelranan ILO Mellalui IPELC Dalam Melnanggulangi Pelkelrja 
Anak di Indonelsia,  Vol.1, Global Political Studiels Journal, Universitas Komputer 
Indonesia, hlm. 2. 
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 Se llain itu ILO tellah me lmbuat program khusus selbagai upaya untuk 

me lnghilangkan dan me lngatasi masalah pelke lrja anak, program te lrse lbut 

adalah Intelrnational Programme l on Thel ELliminating of Child Labour 

(IPELC) yang tellah be lkelrja sama langsung delngan pelme lrintah nelgara dan 

lelmbaga non pelme lrintah te lrkait untuk me lme lrangi dan me lnanggulangi 

masalah pe lkelrja anak.  

   ILO me lmbe lntuk Program Inte lrnasional untuk Me lnghapus Pelke lrja 

Anak (IPELC) pada Tahun 1992 delngan tujuan utama me lnghapus pelke lrja 

anak. Langkah ini diupayakan me llalui pelnguatan kapasitas nelgara untuk 

me lnye lle lsaikan masalah dan me lmpromosikan ge lrakan me lme lrangi pelke lrja 

anak. IPELC saat ini ada di 88 nelgara, te lrmasuk di Indonelsia dan 

me lrupakan program te lrbe lsar di tingkat global.19 Program ini me lrupakan 

salah satu agelnda ILO yang sudah ada seljak dulu. ILO belrsama de lngan 

Ke lme lnte lrian Kelte lnagakelrjaan Re lpublik Indone lsia sellama se lpuluh tahun 

te lrakhir tellah me llakukan belrbagai macam promosi yang be lrkaitan delngan 

pe lndidikan selbagai belntuk pelnanggulangan dan upaya untuk me lne lkan 

pe lrtambahan jumlah pelke lrja anak. 

 Dalam Konve lnsi ILO No. 182 yang tellah diratifikasi olelh pe lme lrintah 

Indonelsia, ILO-IPELC me lnge lluarkan katelgori belntuk- belntuk pelke lrjaan 

te lrburuk untuk anak antara lain: 

                                                
19 ILO.Org, Melnghapus Pelkelrja Anak di Indonelsia, 
https://www.ilo.org/ipelcinfo/product/download.do?typel=documelnt&id=25218, diaksels 
pada tanggal 27 Januari 2023 
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1. Se lmua be lntuk pelrbudakan atau praktik yang selrupa delngan 

pe lrbudakan, pelnjualan dan pelrdagangan anak-anak untuk kelmudian 

me lnjadi budak 

2. Pe lrbudakan dan kelrja paksa te lrmasuk pe lre lkrutan paksa telrhadap 

te lrhadap anak-anak untuk digunakan dalam konflik belrse lnjata 

3. Pe lnggunaan, pelngadaan, atau pelnawaran anak untuk pellacuran, 

produksi pornografi, ataupun pelrtunjukan porno  

4. Pe lke lrjaan yang be lrdasarkan sifat atau ke ladaanya me lmiliki 

ke lmungkinan yang dapat me lmbahayakan ke lse lhatan, kelse llamatan 

ke lrja, atau moral anak.20 

 

  Indonelsia tellah me lratifikasi Konvelnsi ILO No. 138 pada tanggal 7 Me li 

1999 (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999) dan juga Konvelnsi ILO 

No. 182 pada tanggal 8 Marelt 2000 (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

2000). Delngan me lratifikasi konvelnsi telrse lbut maka Indone lsia tellah 

be lrkomitme ln untuk me llakukan upaya dan tindakan dalam rangka 

me lnghapuskan belntuk-belntuk pelke lrjaan telrburuk bagi anak. ILO 

be lrpelndapat pelke lrjaan yang layak adalah hal pelnting dan utama untuk 

me lnagani masalah kelmiskinan. Olelh kare lna itu delngan adanya konvelnsi 

te lrselbut diharapkan pelngawasan dan pelrlindungan kelpada anak dapat 

ditingkatkan agar anak dapat telrhindar dari ke lmungkinan situasi telrburuk 

se lpelrti kelrja paksa, pelrbudakan, dan lain-lain. 

 

                                                
20 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Telntang Belntuk-Belntuk Pelkelrjaan Telrburuk 
Anak 
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B. Perkembangan Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia 

   Dalam Kamus Be lsar Bahasa Indonelsia (KBBI), pe lngelrtian e lksploitasi 

adalah pelmanfaatan untuk keluntungan selndiri, pelnghisapan, pelme lrasan, 

atas diri orang lain yang me lrupakan tindakan tidak telrpuji. Selbagai 

contoh, me lmaksa anak untuk me llakukan se lsuatu delmi ke lpe lntingan 

e lkonomi, sosial atau politik tanpa me lmpe lrhatikan hak-hak anak untuk 

me lndapatkan pelrlindungan selsuai delngan me lntal, pelrke lmbangan fisik, 

dan status sosial anak. Faktor pelnye lbab dan pelndorong pe lrmasalahan 

pe lkelrja anak di Indonelsia me lrupakan korellasi dari belrbagai faktor di 

tingkat mikro sampai makro, dari faktor elkonomi sosial budaya sampai 

pada politik.   

 Me lnurut hasil pelne llitian Jaringan Pelnanggulangan Pe lkelrja Anak 

(JARAK) faktor ke lmiskinan adalah masalah yang paling banyak me lnjadi 

alasan anak untuk belke lrja. Re lndahnya elkonomi ke lluarga me lrupakan 

faktor dominan yang me lnye lbabkan anak-anak te lrlibat me lncari nafkah. 

Bahkan dalam banyak hal, pelke lrja anak dipandang selbagai me lkanisme l 

survival untuk me lnge lliminasi telkanan kelmiskinan yang tidak telrpe lnuhi 

dari hasil  kelrja orangtua.21 Te lrlibatnya anak dalam ke lgiatan elkonomi juga 

karelna adanya dorongan untuk me lmbantu me lringankan belban orangtua, 

me lndapatkan pe lrhomatan dari masyarakat, me lnikmati hasil usaha kelrja 

me lrupakan faktor-faktor yang me lmotivasi anak ikut belke lrja. 

  

                                                
21 Miftahul Jannah, 2017, ELksploitasi Pelkelrja Anak di Indonelsia dan Relkonstruksi Arah 
Kelbijakan Sosial, Volume 9, Jurnal Pelngelmbangan Masyarakat Islam, Universitas Islam 
Negeri Mataram, hlm. 10. 
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 Be lrdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan 

Oktobelr 2000, jumlah pelke lrja anak usia 10-14 tahun telrcatat selbanyak 

2,05 juta, dan telrus turun hingga pada Oktobelr 2005 me lnjadi 1,64 juta 

jiwa. Se lte llah krisis, pada tahun 2006 telrjadi pe lningkatan me lnjadi 1,81 juta 

dan pada tahun 2007 me lncapai angka 2,21 juta jiwa dan pada tahun 2008 

me lncapai angka 5,75 juta jiwa. ILO-IPELC me lncatat pada tahun 2007 ada  

56% jumlah pelke lrja anak yang mulai belkelrja pada usia di bawah 15 tahun 

dan 95% dari me lre lka sudah putus selkolah, mayoritas be lke lrja lelbih dari 7 

jam pe lr hari de lngan belrbagai risiko ke lrja yang dihadapi.22  

 ILO me lmpe lrkirakan bahwa di selluruh dunia, 218 juta anak te lrje lrat 

dalam e lksploitasi telnaga kelrja anak pada tahun 2004. Dari jumlah 

te lrselbut, untuk kellompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% dan anak 

pe lrelmpuan 51% untuk kellompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan 

anak pelre lmpuan 45%. Di Indonelsia, telrdapat 0,4 juta anak pelre lmpuan 

dan 0,6 juta anak laki-laki dalam ke llompok usia 10-14 yang belke lrja pada 

tahun 2007.23 

 Se ldangkan me lnurut data dari BPS pelr Felbruari 2008, jumlah (PRT) di 

Indonelsia me lncapai 1.714.437 jiwa, dan 202.235 jiwa (11,79%) 

diantaranya adalah pe lkelrja rumah tangga anak (PRTA) yang belrumur di 

bawah 18 tahun, dan 90% diantaranya adalah PRT Pelrelmpuan. Pada 

be lbelrapa wilayah pelrse lntasel jumlah PRT pelrelmpuan bahkan lelbih tinggi 

                                                
22 Priyo Adi Nugroho, 2013, Pelkelrja Anak di Selktor Pelrtanian Telmbakau, Jakarta; Komisi 
Nasional Pelrlindungan Anak, hlm. 3. 
23 ILO-IPELC, 2009, Selrikat Pelkelrja/Selrikat Buruh dan Pelkelrja Anak, Jakarta; Organisasi 
Pelrburuhan Intelrnasional, hlm. 7. 
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lagi. Hasil pelnellitian Intelrnational Labour Organization and Inte lrnasional 

Progamme l on Thel ELlimination of Child Labour (ILO-IPELC) pada 234 

relsponde ln Jakarta timur dan belkasi me lnunjukkan bahwa 226 (96,7%) 

PRT Be lrje lnis kellamin pelre lmpuan.24 

 Be lrdasarkan hasil pelne llitian Uniteld State ls De lpartelmelnt of Labour 

tahun 2010 selbelsar 5,5% pe lke lrja anak atau 2.404.626 jiwa be lke lrja dan 

5,9 % masih belrse lkolah. Anak-anak masih tidak cukup telrlindungi olelh 

hukum dan me lre lka selmakin rapuh. Akibatnya, anak-anak telrus telrikat 

de lngan belntuk telrburuk pelkelrja anak di bidang agrikultur dan jasa 

dome lstik. Se lbanyak 58,4% pelke lrja anak-anak ada di selktor agrikultur 

yang belke lrja di pe lrkelbunan karelt, ke llapa sawit dan te lmbakau.25 Se lcara 

historis kelbe lradaan pelke lrja anak di belrbagai dae lrah dan kelgiatan usaha 

bukanlah hal baru. Di Indonelsia, kelhadiran pe lke lrja anak sudah mulai ada 

se ljak abad 20, yakni keltika selktor pelrke lbunan dan industri gula mode lrn 

mulai dikelmbangkan pada zaman pe lnjajahan Be llanda.  

 Di Indonelsia, dua tahun bellakangan, pelningkatan pelke lrja anak 

me lningkat pada kellompok umur 10-12 tahun. Be lrdasarkan data Surveli 

Angkatan Kelrja Nasional (Sakelrnas) pada Agustus 2020, dikeltahui 3,36 

juta anak Indonelsia belke lrja dan 1,17 juta anak di antaranya adalah 

                                                
24 Miftahul Jannah, 2017, ELksploitasi Pelkelrja Anak di Indonelsia Dan Relkonstruksi Arah 
Kelbijakan Sosial, Volume 9, Jurnal Pelngelmbangan Masyarakat Islam, Universitas Islam 
Negeri Mataram, hlm. 11. 
25 Ibid, hlm. 10. 



26  

pe lkelrja anak.26 Pe lke lrja anak adalah selbuah istilah yang digunakan untuk 

me lmpe lke lrjakan se lorang anak di bawah umur pada se lktor-se lktor yang 

dapat me lmbe lrikan risiko yang belrbahaya ke lpada anak. Contohnya di 

se lktor pelrke lbunan telmbakau. Mayoritas dari pe lkelrja anak yang be lke lrja di 

pe lrkelbunan telmbakau be lrasal dari kelluarga buru tani atau salah satu dari 

orang tuanya belke lrja di pelrtanian atau di pelrusahaan telmbakau. Adapun 

pe lrselntasel jumlah pe lke lrja anak di Indonelsia yang sampai saat ini bellum 

stabil dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Grafik 1. Pelrselntase l Pe lke lrja Anak di Indonelsia Tahun 2017-2022 

 

Sumbe lr: Badan Pusat Statistik (BPS) 

                                                
26 Zsasya Selnorita, dkk, Pelkelrja Anak: Telrhimpit ELkonomi dan Pandelmi,  
https://validnelws.id/elkonomi/pelkelrja-anak-telrhimpit-elkonomi-dan-pandelmi, diaksels pada 
tanggal 19 Felbruari 2023 

https://validnews.id/ekonomi/pekerja-anak-terhimpit-ekonomi-dan-pandemi
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 Buruh anak, pelke lrja anak atau anak-anak yang telrpaksa belke lrja 

adalah profil anak-anak yang kurang belruntung. Belrasal dari kelluarga 

yang kurang mampu anak-anak te lrselbut dalam masa kanak-kanaknya 

tidak dapat me lnikmati waktu be lrmain dan be llajar delngan lelluasa selpelrti 

anak selusianya. Kellangsungan pelndikan bagi pelke lrja anak se lring tidak 

te lrjamin, karelna waktu me lre lka telrampas untuk belke lrja, atau jika sudah 

me lme lgang uang yang lumayan me lre lka lupa atau malas bellajar. 

Felnome lna buruh anak bisa muncul di wilayah peldelsaan maupun 

pe lrkotaan, namun di pelde lsaan lelbih banyak ditelmukan de lngan 

karaktelristik telrse lbar dan telrse lmbunyi.27 

 Me lnurut data Surveli Angkatan Kelrja Nasional (Sakelrnas) tahun 2021 

jumlah pe lke lrja anak me lnurun se lkitar 500.000.28 Data te lrbaru yang dilansir 

olelh badan pusat statisitik, jumlah pelke lrja anak pada tahun 2022 adalah 

se lbanyak 1,01 juta orang. Jumlah telrse lbut me lngalami pe lnurunan jika 

dibandingkan delngan tahun selbellumnya yang dimana pada tahun 2021 

jumlah pe lkelrja anak adalah 1,05 juta orang. Akan teltapi, dibelbe lrapa 

daelrah jumlah pelke lrja anak masih me lngalami ke lnaikan jumlah pe lkelrja 

anak. Diantaranya adalah provinsi NTT, Bali, Bante ln, Jawa Te lngah, Jawa 

Barat dan Riau. Data ini dibuktikan dari tabell data BPS di bawah ini: 

 

                                                
27 Priyo Adi Nugroho, 2013, Pelkelrja Anak di Selktor Pelrtanian Telmbakau, Jakarta; Komisi 
Nasional Pelrlindungan Anak, hlm. 4. 
28 https://savelthelchildreln.or.id/siaran-pelrs/melnuju-indonelsia-belbas-pelke lrja-anak-2022-
savel-thel-childreln-dorong-pelmelrintah-intelrvelnsi-selluruh-elkosistelm-pelmelnuhan-hak-
anak, diaksels pada tanggal 19 Januari 2023 
 

https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak
https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak
https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak


28  

Tabell 1. Pelrselntase l Anak Usia 10-17 Tahun Yang Be lke lrja Me lnurut Provinsi 

 

Provinsi 

 
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja 

menurut provinsi (Persen) 

2020 2021 2022 

Acelh 1,98 1,39 1,01 

Sumatelra Utara 6,39 4,83 4,02 

Sumatelra Barat 4,29 2,64 2,48 

Riau 3,37 2,87 2,04 

Jambi 2,43 1,86 1,57 

Sumatelra Sellatan 3,41 2,76 2,72 

Belngkulu 2,98 1,94 1,79 

Lampung 4,01 3,56 2,48 

Kelp. Bangka Bellitung 4,81 3,30 2,97 

Kelp. Riau 1,19 0,97 1,87 

DKI Jakarta 1,30 0,82 0,61 

Jawa Barat 1,91 1,60 1,82 

Jawa Telngah 2,31 2,26 2,41 

DI Yogyakarta 1,91 2,06 1,69 

Jawa Timur 2,59 2,01 1,51 

Banteln 2,02 1,07 1,90 

Bali 4,31 3,70 4,04 

Nusa Telnggara Barat 6,55 4,74 4,00 

Nusa Telnggara Timur 5,67 4,49 5,12 

 

Sumbe lr: Data BPS (Badan Pusat Statistik) 
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 Data Organisasi Buruh Intelrnasional (ILO) me lnunjukkan jumlah 

pe lkelrja anak di dunia me lncapai selkitar 160 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 

pe lrseln belrada di Afrika, 7 pelrse ln di Ame lrika Latin, dan 18 pelrse ln di 

Asia.29 Salah satu pelke lrjaan yang te lrmasuk pe lkelrjaan yang belrbahaya 

bagi anak adalah pelke lrjaan yang sifat atau keladaanya me lmiliki 

ke lmungkinan yang dapat me lmbahayakan ke lse lhatan, ke lsellamatan ke lrja, 

atau moral anak. Misalnya adalah kasus pe lkelrja anak yang be lke lrja 

dilahan pelrkelbunan telmbakau dikarelnakan te lmbakau me lngandung zat-

zat kimia yang dapat me lmbahayakan ke lse lhatan anak. Kasus-kasus 

me lnge lnai pelke lrja anak yang dipelke lrjakan dilahan pelrke lbunan te lmbakau 

sudah ada seljak be lbe lrapa tahun lalu dan sampai saat ini masih selring 

dijumpai anak yang dipelke lrjakan di belbe lrapa lahan pelrkelbunan 

te lmbakau.  

 Adapun belbelrapa kasus anak yang me lngalami gangguan kelselhatan 

dan fisik selte llah belkelrja di lahan atau telmpat budidaya telmbakau adalah 

kasus yang te lrjadi pada selorang gadis yang be lrasal dari salah satu delsa 

yang belrada di delkat Garut, pe lgunungan Jawa Barat. Dia belrusia 13 

tahun belrnama Ayu. Orang tuanya adalah peltani yang me lnolah te lmbakau 

dan tanaman lain di selbidang lahan selmpit. Ayu adalah selorang siswi 

ke llas satu Selkolah Melne lngah Pe lrtama (SMP), dan dia me lnghabiskan 

banyak waktu diluar selkolah untuk pelrgi kel ladang. Tak jarang ia bolos 

se lkolah dikarelnakan me lnuruti kelmauan orang tuanya untuk dibantu di 

                                                
29 ILO.Org, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--eln/indelx.htm 
 diaksels pada tanggal 27 Januari 2023 
 

https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--en/index.htm
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ladang. Sellama me lmbantu orang tuanya di ladang Ayu kelrap me lngalami 

muntah dan mual. Sellain itu keltika dia juga se lring me lmbantu ayahnya 

untuk me lncampur pe lstisida untuk diselmprotkan kel ladang telmbakau dan 

ke ltika dia me lmbantu me lnuangkan pelstisida te lrselbut ia me lngalami sakit 

pe lrut.  

 Se llanjutnya ada kasus dari Nadia, selorang gadis yang belrusia 16 

tahun dan belrasal dari Bondowoso, Jawa Timur. Be lrdasarkan wawancara 

yang dilakukan Human Right Watch, Nadia me lngatakan bahwa ia selring 

me lngalami muntah-muntah saat me lngikat dan me lnyortir hasil paneln daun 

te lmbakau be lrsama pe lre lmpuan dan anak pelre lmpuan lainnya seltiap tahun 

pada musim pane ln telmbakau di delsanya. Se llanjutnya, ada juga kasus 

dari Rio, selorang anak laki-laki yang belrusia 13 tahun yang belke lrja di 

de lsanya di Magellang, Jawa Telngah.  Dia me lngalami sakit pelrut dan 

me lrasa mual akibat telrlaklu lama be lke lrja di ladang telmbakau.  

 Se llain kasus yang telrjadi pada Rio, Musa, Rahmad, dan Relndi juga 

me lngalami kasus yang selrupa. Musa adalah anak laki-laki yang belrusia 

16 tahun. Ia belke lrja di ladang telmbakau untuk me lmbantu orang tuanya. 

Namun saat me lncampur pe lstisida delngan tangan kosong. Ia me lngalami 

ruam dan sakit pada bagian tangan pada saat Se llain me lngalami ruam dia 

juga me lngalami pusing, mual dan muntah se llama dua minggu. Tak belda 

jauh de lngan kasus yang dialami Rahmad, se lorang anak laki-laki yang 

be lrusia 10 tahun yang telrpapar pelstisida saat me lmbantu ke lluarganya di 

ladang telmbakau. Dia juga me lnge lluhkan hal yang sama, dia ke lrap 
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me lngalami mual dan sakit kelpala keltika me lmbantu me lmbe lrsihkan gulma. 

Se llanjutnya ada kasus anak laki-laki yang be lkelrja di salah satu ladang 

yang belrada di Cijapati, yang telrleltak diantara kelcamatan Cikancung 

(Bandung) dan Kadungora (Garut). Dia belrnama Re lndi, belrusia 14 tahun. 

Dia me lmbantu me llakukan pelnye lmprotan pelstisida di salah satu ladang 

te lmbakau. Se lmua anak-anak ini belke lrja di lahan pelrke lbunan telmbakau 

de lngan maksud baik untuk me lmbantu orang tuanya. Namun me lre lka tidak 

sadar kalau pelkelrjaan te lrse lbut juga dapat me lmbahayakan dirinya jika 

me lre lka tidak me lnggunakan alat pellindung diri delngan baik. Walaupun 

se lbellumnya be lbe lrapa dari anak-anak yang be lkelrja di ladang telmbakau 

te llah dilatih soal langkah-langkah kelse llamatan ke lrja dan bahaya 

ke lracunan nikotin namun me lre lka bellum te lntu dapat me lne lrapkan langkah-

langkah telrselbut delngan delngan telpat dan belnar.  

 Anak-anak yang belke lrja di lahan pelrkelbunan telmbakau me lmiliki 

be lrbagai macam risiko yang dapat me lnganggu kelse lhatan, fisik, bahkan 

me lntal anak,  Misalnya dampak buruk dari pupuk kimia, pelstisida, dan 

paparan sinar matahari dalam waktu lama, masalah pelrnafasan, selrta 

dampak ne lgatif dari me lngangkat belban belrat di pelrke lbunan. Sellain itu 

dampak lain yang dapat telrjadi adalah kelracunan nikotin saat me lmane ln 

daun telmbakau yang ditandai delngan mual, pusing, nyelri pelrut, sakit 

ke lpala, hingga gangguan deltak jantung dan te lkanan darah, atau yang 

lelbih dikelnal selbagai Grele ln Tobacco Sickne lss (GTS). Pada banyak 



32  

kasus, fe lnome lna ini dapat belrpelngaruh pada tingkat keltidakhadiran anak 

di selkolah karelna ke llellahan dan sakit. 

C.  Hukum Perlindungan Pekerja Anak 

 Di Indonelsia pelrlindungan hukum te lrhadap pe lkelrja anak te llah diatur 

se lcara yuridis me llalui selpelrangkat pelraturan pelrundang-undangan 

de lngan tujuan untuk me lnjamin hak-hak anak dan me lngurangi dampak 

be lkelrja dari anak, pelraturan-pelraturan telrselbut anatara lain: 

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 me lnge lnai Pelnge lsahan 

Konve lnsi ILO No. 138 yang me lmuat te lntang Batasan Usia Minimum 

Dipelrbolelhkan Be lke lrja30. Dalam undang-undang ini me lne ltapkan usia 

minimum se lse lorang untuk belkelrja adalah be lrusia 15 tahun hal ini 

se lsuai keltelntuan usia wajib se lkolah. Dalam undang-undang ini juga 

dije llaskan me lnge lnai keladaan-keladaan telrtelntu yang me lmpe lrbolelhkan 

dilakukannya pelke lrjaan olelh anak diantaranya adalah pelke lrjaan 

ringan yang bolelh dilakukan olelh anak yang be lrusia 13 tahun selsuai 

de lngan keltelntuan dan delngan batas waktu yang tellah diteltapkan. 

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 me lnge lnai Pelnge lsahan 

Konve lnsi ILO No. 182 yang me lmuat te lntang Pellanggaran dan 

Pe lnghapusan delngan Selge lra Be lntuk-belntuk Pe lke lrjaan Te lrburuk 

Untuk Anak di Indonelsia.31 yang me lnjadi fokus pada konvelnsi ini 

adalah se ltiap anggota atau nelgara yang tellah me lratifikasi Konvelnsi 

                                                
30 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 telntang Batasan Usia Minumum 
Dipelrbolelhkan Belkelrja  
31 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 telntang Pelnghapusan Belntuk-belntuk 
Pelkelrjaan Telrburuk Untuk Anak 
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ILO No. 182 harus me lnggambil tindakan se lgelra dan e lfelktif guna 

me lnjamin pe llarangan dan pelnghapusan be lntuk-belntuk pe lke lrjaan 

te lrburuk untuk anak selbagai hal yang pe lnting. Usia anak yang 

dimaksud dalam konve lnsi adalah anak yang belrusia di bawah 18 

tahun.  

3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 te lntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pe lrlindungan 

Anak.32 Me lnurut undang-undang ini yang dapat telrmasuk dalam 

kate lgori anak adalah belrusia 18 tahun telrmasuk yang masih dalam 

kandungan. Undang-undang ini juga me lne ltapkan bahwa 

pe lnyellelnggaraan pelrlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip 

dasar Konvelnsi Hak-hak Anak selpelrti yang te lrcantum dalam Pasal 2, 

yakni: 

1) Non diskriminasi 

2) Ke lpe lntingan yang telrbaik bagi anak 

3) Hak untuk hidup, kellangsungan hidup, dan pelrkelmbangan, dan 

4) Pe lnghargaan telrhadap pelndapat anak 33 

4. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 telntang Kelte lnagakelrjaan.34 

Adapun pasal-pasal dalam undang-undang kelte lnagakelrjaan yang 

be lrhubungan delngan pelke lrja anak antara lain:  

1) Pasal 68, pelngusaha dilarang me lmpe lke lrjakan anak. 

                                                
32 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang 
RI Nomor 23 Tahun 2002. 
33 Ibid. 
34 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 telntang Keltelnagakelrjaan. 
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2) Pasal 69, me lngatur me lnge lnai kelte lntuan-kelte lntuan me lnge lnai 

dipelrbolelhkannya anak belrusia 13-15 tahun be lkelrja pada je lnis 

pe lkelrjaan ringan sellama pe lke lrjaan te lrse lbut me lme lnuhi 

pe lrsyaratan selpelrti izin telrtulis dari orang tua atau wali, 

pe lrjanjian ke lrja, waktu ke lrja, tidak me lngganggu aktivitas 

se lkolah, me lme lnuhi kelse llamatan dan kelse lhatan kelrja, me lmiliki 

hubungan kelrja yang je llas, me lne lrima upah se lsuai delngan 

ke lte lntuan yang belrlaku, dan tidak me lnganggu pelrkelmbangan 

fisik, kelse lhatan, me lntal, dan sosial anak 

3) Pasal 70, me lngatur me lnge lnai kelte lntuan-kelte lntuan me lnge lnai 

dipelrbolelhkannya anak minimal belrusia 14 tahun belkelrja pada 

je lnis pe lke lrjaan yang belrhubungan de lngan kurikulum atau 

pe llatihan selkolah yang disahkan olelh pe ljabat yang be lrwe lnang. 

De lngan syarat, pelngusaha atau telmpat dia be lkelrja me lme lnuhi 

pe lrsyaratan antara lain me lmbe lrikan pelrlindungan kelse llamatan 

dan kelse lhatan kelrja dan me lmbe lrikan peltunjuk yang je llas 

me lnge lnai tata cara pellaksaaan pelke lrjaan se lrta bimbingan dan 

pe lngawasan pada saat me llakukan pelke lrjaan. 

4) Pasal 71, me lngatur me lnge lnai kelte lntuan-kelte lntuan me lnge lnai 

dipelrbolelhkannya anak belke lrja pada je lnis pe lke lrjaan yang dapat 

me lnge lmbangkan minat dan bakatnya. De lngan syarat 

pe lngusaha yang me lmpe lke lrjakan anak harus di bawah 

pe lngawasan langsung dari orang tua atau wali, me lmiliki waktu 
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ke lrja se lhari paling lama 3 jam, dan kondisi lingkungan kelrja 

anak tidak me lnggangu pelrkelmbangan fisik, me lntal, sosial, dan 

waktu anak untuk belrselkolah.   

5) Pasal 74, me lngatur me lnge lnai pellarangan pelngusaha atau 

siapapun yang me llibatkan anak belke lrja pada belntuk-belntuk 

pe lkelrjaan yang te lrburuk. Undang-undang ini me lne ltapkan 

sanksi bagi para pellanggar hukum yang me llanggar kelte lntuan 

me lnge lnai pellarangan me lmpe lke lrjakan anak di bidang atau 

se lktor pelke lrjaan te lrburuk akan dikelnai hukuman pe lnjara 

se llama 2 sampai 5 tahun atau delnda seldikitnya 200 juta rupiah 

atau maksimum 500 juta rupiah. Seldangkan pe llanggaran aturan 

me lnge lnai pelke lrjaan ringan akan dikelnai hukuman pe lnjara 

se llama 1 hingga 4 tahun dan/atau delnda se ldikitnya 100 juta 

rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.  

5. Ke lputusan Me lntelri Telnaga Ke lrja dan Transmigrasi Nomor KELP. 

235/MELN/2003 telntang Jelnis-Jelnis Pe lkelrjaan yang Me lmbahayakan 

Ke lse lhatan, Kelse llamatan atau Moral Anak. Ke lputusan Melnte lri ini 

me lne ltapkan je lnis-je lnis pelke lrjaan yang harus dianggap 

me lmbahayakan kelse lhatan, kelse llamatan atau moral anak. Katelgori 

umumnya adalah: 

1) Pe lke lrjaan yang belrhubungan delngan me lsin, pelsawat, instalasi 

dan pelralatan lainnya me lliputi pelke lrjaan pelmbuatan, 

pe lrakitan/pelmasangan, pelngopelrasian, pelrawatan dan pelrbaikan;  
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2) Pe lke lrjaan yang dilakukan pada lingkungan kelrja yang belrbahaya.  

3) Pe lke lrjaan-pelke lrjaan yang me lngandung bahaya fisik;  

4) Pe lke lrjaan-pelke lrjaan yang me lngandung bahaya kimia; 

5) Pe lke lrjaan-pelke lrjaan yang me lngandung bahaya biologis;  

6) Pe lke lrjaan-pelke lrjaan yang me lngandung sifat dan keladaan 

be lrbahaya telrtelntu;  

7) Pe lke lrjaan-pelke lrjaan yang dapat me lmbahayakan moral anak; 35 

De lfinisi anak selcara nasional me lmiliki kelane lkaragaman. Diantaranya 

ada yang me lnje llaskan bahwa anak adalah selse lorang yang bellum 

me lncapai usia 15 tahun, 18, tahun, bahkan 21 atau bellum me lnikah. 

Pe lrlindungan anak adalah se lgala belntuk tindakan yang dilakukan untuk 

me lmbe lrikan pelrlindungan dan me lnjamin hak anak agar dapat hidup layak 

dan belrkelmbang se lsuai delngan pelrikelmanusiaan.  

 Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 telntang 

Pe lrubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tellah 

me lngatur je llas me lnge lnai pelrlindungan anak. Akan teltapi delngan masih 

adanya belrbagai kasus pellanggaran hak dan elkploitasi anak dibelrbagai 

bidang me lmbuktikan bahwa implelme lntasi undang-undang telrse lbut bellum 

dipahami se lpelnuhnya olelh masyarakat dan pihak-pihak telrkait.  

 Be lrdasarkan data pelngaduan kasus pelrlindungan anak yang masuk 

ke l KPAI, pe llanggaran pelrlindungan anak be lrada di selluruh Indonelsia, 

                                                
35 Kelputusan Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi Nomor KELP. 235/MELN/2003 
telntang Jelnis-Jelnis Pelkelrjaan yang Melmbahayakan Kelselhatan, Kelsellamatan atau Moral 
Anak 
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te lrselbar di belrbagai provinsi, kota, dan kabupateln. Dari 10 provinsi 

de lngan pe lngaduan kasus pe llanggaran hak anak te lrtinggi adalah 

Jawa Barat se lbanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta se lbanyak 769 

kasus, Provinsi Jawa Timur se lbanyak 345 kasus, Provinsi Bante ln 

se lbanyak 312 kasus, Provinsi Jawa Te lngah se lbanyak 286 kasus, 

Provinsi Sumate lra Utara se lbanyak 197 kasus, Provinsi Sumate lra 

Se llatan se lbanyak 62 kasus, Provinsi Sulawe lsi Se llatan se lbanyak 54 

kasus, Provinsi Lampung se lbanyak 53 kasus, dan Provinsi Bali 

se lbanyak 49 kasus.36 

 Salah satu dari selkian banyak kasus pellanggaran hak anak telrse lbut 

adalah kasus pelke lrja anak. Pelke lrja anak adalah seltiap anak yang 

me llakukan pelke lrjaan layaknya orang delwasa teltapi dia masih di bawah 

umur atau di bawah 18 tahun, yang dimana pelke lrjaan telrse lbut dapat 

me lmbahayakan fisik, me lntal, selrta dapat  me lnganggu ke lse lhatan dan 

ke lse llamatan anak. Usia minimum se lse lorang dapat belkelrja dalam se lktor 

industri, te llah diatur dalam Konvelnsi ILO No. 138 Tahun 1973 selbagai 

upaya pelrlindungan bagi anak yang belke lrja di bawah umur. Ke lmudian 

diikuti olelh belrbagai konvelnsi yang me lngatur telntang batas usia minimum 

se lorang anak bole lh belke lrja, baik dalam se lktor industri, pelrtanian, laut, 

pe lkelrjaan bawah tanah tambang pe lrusahaan ke lluarga dan lain-lain.  

                                                
36 Agus Seltiawan, https://www.viva.co.id/belrita/nasional/1567346-selpanjang-2022-kpai-
catat-ada-4683-kasus-pellanggaran-hak-anak-jawa-barat-telrtinggi, diaksels pada tanggal 
19 Felbruari 2023 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi
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 Dalam Conve lntion on the l Right of the l Child 1989, yang te llah 

diratifikasi olelh pelme lrintah Indonelsia de lngan Ke lputusan Prelsideln Nomor 

36 Tahun 1990, me lmuat e lmpat prinsip umum te lntang hak anak , yaitu: 

1. Bahwa anak-anak dibelkali delngan hak-hak tanpa kelcuali  

2. Bahwa anak-anak me lmpunyai hak untuk hidup dan belrkelmbang 

3. Bahwa ke lpe lntingan anak harus me lnjadi pelrtimbangan utama dalam 

se lmua ke lputusan atau tindakan yang me lmpe lngaruhi anak  

4. Bahwa anak-anak dipelrbolelhkan untuk belrpartisipasi selbagai pelse lrta 

aktif dalam se lgala hal yang me lmpe lngaruhi hidup.37  

 

 Pada dasarnya anak di bawah umur dilarang untuk dipelke lrjakan, 

se lpelrti yang tellah dije llaskan di atas hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-

undang RI Nomor 13 Tahun 2003 telntang Ke lte lnagakelrjaan. Be lrdasarkan 

ke lte lntuan undang-undang usia minimal anak dapat dipelke lrjakan di 

Indonelsia adalah minimal belrusia 18 tahun. Pe lngusaha atau pelrusahaan 

yang masih me lmpe lke lrjakan anak di bawah umur pada je lnis pe lke lrjaan 

be lrbahaya (yang tidak telrmasuk pe lke lrjaan yang diselbutkan pada Pasal 

69, 70, dan 71) dapat dikelnakan sanksi pidana. Sanksi pidana telrcantum 

dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang RI te lntang Ke ltelnagakelrjaan 

yaitu pidana pelnjara paling singkat satu tahun dan paling lama e lmpat 

tahun atau delnda minimal Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 400 juta. 

 

                                                
37 Lucia Charlotta Octavina Tahamata, 2018, Pelrlindungan Hukum Telrhadap Pelkelrja 
Anak Kajian Keltelntuan Uniteld Nations Convelntion On Thel Right of Thel Child, Volume 
24, SASI, hlm. 3. 
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D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak  

1. Pe lngadaan Program Intelrnasional Pelnghapusan Pelke lrja Anak 

(IPELC) yang berperan untuk me lngadakan kampanye l intelrnasional 

dan nasional untuk me lrubah pelrilaku sosial se lrta me lmpromosikan 

ratifikasi dan pellaksanaan Konvelnsi-konvelnsi pe lkelrja anak ILO 

selcara elfelktif selpelrti melngadakan pelnellitian-pelnellitian dasar, 

analisa dan elvaluasi proyelk, selrta melrupakan pusat pelnelrangan 

global untuk informasi dan bantuan hukum yang telrkait delngan 

masalah pelkelrja anak mellalui gelrakan nasional. 

2. Pembentukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk 

menangani isu pekerja anak, Salah satunya PAACLA (Partnership 

for Action Against Child Labour in Agriculture) atau Kemitraan 

untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Pertanian Serta 

menetapkan JARAK (Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja 

Anak) sebagai Sekretariat Nasional untuk mendukung kerja 

kesekretariatan. 

3. Mellakukan sosialisasi diselkitar daelrah peldelsaan telrkait bahaya 

adanya pelkelrja anak dan melmbelrikan pelngeltahuan kelpada orang 

tua agar tidak melmpelkelrjakan anak di bawah umur pada je lnis 

pe lkelrjaan yang belrbahaya.  

4. Me llakukan supelrvisi kel pelrke lbunan kellapa sawit dan pelrkelbunan 

te lmbakau pe lme lriksaan kel pelrusahaan yang diduga 

me lmpe lke lrjakan anak untuk me lmbe lri ke lsadaran kelpada 
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masyarakat, di daelrah pe ldelsaan dan pada ke llompok re lntan, agar 

pe lduli pada pe lme lnuhan hak anak dan tidak me llibatkan anak 

dalam pe lke lrjaan belrbahaya.  

5. Me lmbe lrikan pellatihan pada pelke lrja anak dari kellompok re lntan 

(putus selkolah dan ke lluarga miskin) dalam program pe llatihan 

be lrbasis komunitas dan pelmagangan pada lapangan pelke lrjaan. 

6. Me lmfasilitasi intelrvelnsi bantuan sosial atau pellindungan sosial 

pada kellompok buruh dan kelluarga miskin yang telrdampak 

COVID-19 yang melmiliki kelrelntanan telrhadap anggota kelluarga 

untuk melnjadi pelkelrja anak. 

 

Sementara itu untuk mendukung program penghapusan pekerja 

anak pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkomitmen 

untuk membuat kebijakan program menyeluruh, berkesinambungan 

dalam mengatasi permasalahan pekerja anak dan bentuk pekerjaan 

terburuk anak. Serta penarikan pekerja anak dengan melakukan 

pengawasan norma kerja anak berupa perlindungan hak anak dan 

mengembalikan anak ke dunia pendidikan dari bahaya dunia kerja 

guna terciptanya zona bebas pekerja anak 2022. 

Lembaga masyarakat seperti JARAK dan Save the Children 

Indonesia juga turut bergerak cepat untuk menanggapi tantangan 

pekerja anak. Salah satunya di sektor pertanian kakao melalui 
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program Sistem Pemantauan dan Remediasi pekerja anak / Child 

Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS). 

  Se llain upaya-upaya diatas, pelrlindungan hukum te lrhadap pelke lrja 

anak juga diatur dalam be lbe lrapa Undang-undang antara lain: 

1. UU HAM Pasal 64, me lngatur bahwa seltiap anak belrhak untuk 

me lmpe lrolelh pe lrlindungan dari kelgiatan elksploitasi elkonomi 

dan seltiap pe lkelrjaan yang me lmbahayakan dirinya, selhingga 

dapat me lngganggu pelndidikan, kelse lhatan fisik, moral, 

ke lhidupan sosial, dan me lntal spiritualnya. 

2. Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 

2003 diselbutkan bahwa se ltiap pelke lrja/buruh me lmpunyai hak 

untuk me lmpe lrolelh pe lrlindungan atas: 

1) Ke lse llamatan dan kelse lhatan kelrja  

2) Moral dan kelsusilaan   

3) Pe lrlakuan yang selsuai delngan harkat dan martabat manusia 

  se lrta nilai-nilai agama.  

3. UU Nomor 23 ayat (1) Tahun 2002, telntang pe lrlindungan anak 

me lngatur bahwa “Ne lgara, Pe lme lrintah, dan Pe lme lrintah Daelrah 

me lnjamin pe lrlindungan, pelme lliharaan, dan kelse ljahte lraan 

anak delngan me lmpe lrhatikan hak dan kelwajiban Orang Tua, 

Wali, atau orang lain yang selcara hukum be lrtanggung jawab 

te lrhadap Anak”.  
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 Adapun ancaman bagi pelngusaha atau pelrusahaan yang masih 

me lmpe lke lrjakan anak yang bellum be lrusia 18 tahun adalah pidana 

pe lnjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau delnda 

paling seldikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. Se lhingga 

je llas me lmpe lke lrjakan anak di bawah umur dapat dipidana. Walaupun 

te llah diatur dalam Undang-undang, namun faktanya sampai saat kasus 

me lnge lnai pe lkelrja anak masih te lrus ada dikarelnakan masih adanya 

industri atau oknum yang me lmpe lke lrjakan anak di bawah umur pada 

je lnis pelke lrjaan yang dapat me lmbahayakan kondisi anak. Salah satunya 

pada industri pelrkelbunan telmbakau se llain me lmpe lke lrjakan anak di 

bawah umur, be lbe lrapa industri atau oknum juga me lmpe lke lrjakan anak 

tanpa me lmpe lrhatikan pelnggunaan alat pellindung diri yang baik dan 

be lnar selhingga jika dibiarkan dapat me lnimbulkan relsiko gangguan 

ke lse lhatan dan fisik kelpada anak. 

 Pe lnggunaan Alat Pellindung Diri (APD) me lrupakan upaya untuk 

me lnge lndalikan risiko bahaya saat belke lrja. Kelwajiban pelrusahaan 

me lnye ldiakan APD diatur dalam Pasal 2 Pe lraturan Me lntelri Telnaga Ke lrja 

dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 telntang APD. Dampak dari 

Ke ltidakpatuhan pelnggunaan APD me lnye lbabkan pelningkatan angka 

ke lce llakaan kelrja.  

Me lnurut ILO, seltiap tahun ada lelbih dari 250 juta kelce llakaan di 

te lmpat ke lrja dan lelbih dari 160 juta pe lke lrja me lnjadi sakit karelna bahaya 

di telmpat ke lrja. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 telntang 
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Ke lse llamatan Ke lrja Pe lnake lrtrans No.Pelr.08/Me ln/VII/2010 Pasal 3 juga 

diselbutkan bahwa “Pelngurus diwajibkan melnyellelnggarakan pelmbinaan 

bagi selmua telnaga kelrja yang belrada di bawah pimpinannya, dalam 

pelncelgahan kelcellakaan dan pelmbelrantasan kelbakaran selrta 

pelningkatan kelsellamatan dan kelselhatan kelrja, pula dalam pelmbelrian 

pelrtolongan pelrtama pada kelcellakaan.  

Selain itu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada 

tanggal 23 Oktober 2023 telah memaparkan 10 rekomendasi yang telah 

disepekati dalam FGD (Focus Group Discussion) untuk menekan 

Indonesia bebas pekerja anak 2024 antara lain: 

1. Memastikan Perusahaan untuk mengatur kebijakan terkait usia 

minimum (18 Tahun) yang dapat bekerja di Perusahaan tersebut 

termasuk pelarangan recruitment anak yang sudah menikah;  

2. Memastikan Kerjasama lintas stakeholder dalam penanggulangan 

Pekerja Anak dengan menggunakan pendekatan pentahelix dalam 

rangka mendukung penguatan leading sector yang berada di 

Kemenaker RI; 

3. Mendorong Pemerintah Daerah memiliki Kebijakan dan Program 

penanggulangan Pekerja Anak untuk mendukung capaian Kota 

Layak Anak; 

4. Mendorong dunia usaha berkontribusi dalam upaya 

penanggulangan Pekerja Anak dengan menerapkan prinsip bisnis 
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yang menghargai hak anak termasuk melakukan remediasi Pekerja 

Anak; 

5. Mendorong media mempublikasi dan mengkampanyekan isu 

Pekerja Anak melalui penyebaran informasi dan konten yang positif 

dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik; 

6. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi 

Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait isu Pekerja Anak;  

7. Mendorong kolaborasi aktif masyarakat dan pendamping dengan 

pemerintah daerah;  

8. Mendorong terbentuknya jaringan Penanganan dan Lembaga 

Layanan Pekerja Anak di daerah;  

9. Mendorong Pemerintah Daerah membuat kanal pengaduan terkait 

kasus Pekerja Anak di wilayahnya. 

10. Pekerja anak dalam hubungan industri perlu perhatian pemerintah 

dan berbagai pihak karena isu ini bersifat dinamis dan masih ada 

kerentanan keterlibatan anak-anak dalam proses rantai pasoknya.38 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Humas KPAI, https://www.kpai.go.id/publikasi/sepuluh-rekomendasi-kpai-untuk-
indonesia-bebas-pekerja-anak, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023. 
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